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Abstrak

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen strategis dalam
mewujudkan profesionalisme, kinerja, dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, mengidentifikasi hambatan yang
dihadapi, serta merumuskan implikasi strategis bagi perancangan model pengembangan kompetensi
berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Informan
penelitian meliputi unsur pimpinan, pejabat struktural, dan pelaksana teknis yang terlibat langsung
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi. Analisis data dilakukan secara
tematik dengan triangulasi sumber, serta menggunakan perspektif teori pembelajaran digital Mark
Nichols sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi
ASN di BKPSDM Kota Sukabumi telah berjalan secara rutin dan memiliki landasan regulasi yang kuat,
namun belum optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan sarana pelatihan, variasi
kesiapan dan budaya belajar ASN, serta belum terintegrasinya pemetaan kompetensi berbasis gap
dengan sistem perencanaan pelatihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kompetensi
tidak cukup dilakukan melalui penambahan pelatihan, melainkan memerlukan transformasi menuju
sistem pembelajaran digital yang terintegrasi, berjenjang, berbasis kebutuhan kompetensi, serta
didukung oleh budaya belajar, coaching, dan mentoring internal.

Kata kunci: pengembangan kompetensi, ASN, e-learning, BKPSDM, pembelajaran digital.

1. Pendahuluan

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat
diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam
melaksanakan pelayanan publik, pegawai ASN harus mempunyai kompetensi yang
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengetahuan yang memadai merupakan
dasar dari kompetensi pegawai ASN. Penelitian menunjukkan bahwa pegawai ASN
sering kali memiliki kekurangan dalam hal kualifikasi akademik dan pengetahuan
yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif (P. Kurniawan et al,,
2024).

Dalam hal kompetensi, di Kota Sukabumi masih terdapat pegawai ASN yang
aspek pengetahuannya relatif rendah. Contohnya, masih terdapat pegawai ASN yang
memiliki latar belakang pendidikan di bidang tenaga kesehatan, namun ditempatkan
pada perangkat daerah yang berfokus pada tugas teknis non-kesehatan. Untuk aspek
keterampilan, yang dibutuhkan oleh pegawai ASN adalah kemampuan teknis,
manajerial, serta sosial kultural, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Rofiq, 2024). Studi menunjukkan
bahwa meskipun terdapat beberapa pegawai ASN yang memiliki keterampilan yang
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baik, masih banyak yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal teknologi informasi
dan komunikasi (Hernawati et al., 2025).

Di Kota Sukabumi, banyak pegawai ASN yang memiliki keterampilan teknologi
informasi yang masih rendah. Sebagai contoh, dalam pengelolaan web perangkat
daerah, sebagian besar proses pembuatan dan pemeliharaannya masih bergantung
pada pegawai non-ASN. Sementara itu, untuk aspek sikap, berdasarkan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester | Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota
Sukabumi, pada unsur pelayanan perilaku pelaksana di salah satu perangkat daerah,
nilainya adalah 2,99 dari skala 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat
pegawai ASN yang memiliki aspek sikap yang relatif rendah.

Secara keseluruhan, berdasarkan data hasil SKM tersebut, nilai unsur pelayanan
kompetensi pelaksana adalah 3,36 dari skala 4. Hal ini berarti bahwa kompetensi
pelaksana sudah berada dalam kategori baik, namun belum optimal dan masih dapat
ditingkatkan.

Pengembangan kompetensi menjadi kebutuhan esensial yang harus dipenuhi
untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Pengembangan kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan
kinerja pegawai dan keberhasilan organisasi (Mulyaningsih, 2020). Peningkatan
kapabilitas individu dalam berbagai aspek, termasuk kompetensi digital, menjadi
krusial dalam merespons transformasi tata kelola ASN yang mengedepankan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja (Elisnawati et al., 2023). Kompetensi digital
berperan penting dalam memastikan efektivitas pelayanan publik serta kemampuan
adaptasi terhadap kemajuan teknologi (Putri et al., 2023).

Namun demikian, meskipun regulasi telah mewajibkan penerapan standar
kompetensi, data menunjukkan bahwa hanya sedikit instansi yang benar-benar telah
mengimplementasikan standar kompetensi secara komprehensif, terutama dalam
menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin mengandalkan infrastruktur
teknologi informasi yang kompleks (A Diagnostic Study of the Civil Service in Indonesia,
2021).

Pengembangan kompetensi dilaksanakan sebagai upaya untuk memenuhi
amanat regulasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan kompetensi pegawai ASN.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada ketentuan Pasal 21
menyebutkan bahwa pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan
berupa materiil dan/atau nonmateriil. Salah satu komponen penghargaan dan
pengakuan bagi pegawai ASN adalah pengembangan diri yang dapat berupa
pengembangan kompetensi. Hak ini diberikan sebagai salah satu upaya pemenuhan
kebutuhan kompetensi pegawai ASN dalam rangka mewujudkan ASN yang mampu
memberikan pelayanan publik secara profesional dan berkualitas.

Pengembangan kompetensi, selain sebagai hak, juga merupakan kewajiban
pegawai ASN, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa
setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui
pembelajaran secara berkelanjutan agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 203 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang menyebutkan bahwa setiap PNS
memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan
kompetensi, yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam 1
(satu) tahun. Sementara itu, bagi PPPK, pengembangan kompetensi dilakukan paling
lama 24 (dua puluh empat) JP dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
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Pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai ASN dilakukan melalui 2 (dua)
bentuk, terdiri atas pendidikan dan/atau pelatihan. Bentuk pengembangan
kompetensi pendidikan yang dimaksud dilakukan dengan pemberian tugas belajar
pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan bentuk pengembangan kompetensi
pelatihan terdiri atas pelatihan klasikal dan pelatihan nonklasikal. Pasal 27, Pasal 28,
dan Pasal 29 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil mengatur
pengembangan kompetensi PNS.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi bentuk pelatihan sebagaimana
tersebut di atas dapat dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja penyelenggara
pelatihan di instansi pemerintah yang terakreditasi, dan/atau dilaksanakan bersama
dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan
pelatihan, dan/atau bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan
independen yang terakreditasi. Biasanya, dalam penyelenggaraan kegiatan
pengembangan kompetensi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bekerja sama
dengan lembaga penyelenggara pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kementerian/Lembaga.

Pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal cenderung
memerlukan biaya yang tinggi. Sebagai contoh, mengacu pada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri, untuk
biaya Diklat Teknis yang diselenggarakan dengan mengambil tempat di Kantor
Kementerian Dalam Negeri dan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, biaya pelatihan
klasikal untuk tingkat pejabat strategis sebesar Rp2.560.000,00 (dua juta lima ratus
enam puluh ribu rupiah) per orang.

Kewajiban mengembangkan kompetensi pegawai ASN Kota Sukabumi dengan
model pelatihan klasikal ternyata membutuhkan alokasi anggaran yang relatif besar,
sementara APBD Kota Sukabumi saat ini belum mampu memberikan alokasi anggaran
ideal untuk memfasilitasi kewajiban pengembangan kompetensi seluruh ASN per
tahun. Hal demikian sejalan dengan yang disampaikan oleh (Mulyaningsih, 2020;
Muharman & Frinaldi, 2023), yakni bahwa “permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaan pengembangan kompetensi ini adalah kebutuhan biaya yang besar,
apalagi dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal”.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil Pasal 203 menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), atau
dalam hal ini adalah Wali Kota Sukabumi, wajib melaksanakan pengembangan
kompetensi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kota Sukabumi selaku kepanjangan tangan Wali Kota, dan berdasarkan
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja BKPSDM Kota Sukabumi, dinyatakan bahwa
salah satu tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kota Sukabumi adalah melaksanakan
pengembangan kompetensi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjalankan amanat tersebut,
kiranya perlu dirumuskan alternatif model lain dalam memfasilitasi pengembangan
kompetensi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

Alternatif model pengembangan kompetensi yang dapat ditempuh adalah
melalui jalur pelatihan nonklasikal. Pasal 212 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
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11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan
kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui e-
learning, bimbingan di tempat kerja, dan lain sebagainya. E-learning atau
pengembangan kompetensi berbasis digital merupakan sebuah pendekatan
sistematis yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan Aparatur Sipil Negara secara efisien dan adaptif, serta mengatasi
keterbatasan biaya dan logistik pelatihan konvensional (Rofig, 2024; Suseno, 2023).
Pendekatan ini berfokus pada fleksibilitas pembelajaran, memungkinkan ASN untuk
mengakses materi pelatihan kapan pun dan di mana pun, serta mendorong adopsi
teknologi pembelajaran dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi (Destiana,
2023).

E-learning memanfaatkan berbagai platform digital, termasuk Learning
Management Systems, untuk menyediakan materi pembelajaran interaktif, forum
diskusi, dan penilaian berbasis teknologi yang mendukung peningkatan literasi digital
(Hernawati et al,, 2025). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan
individu, tetapi juga mempromosikan kolaborasi lintas departemen dalam
memanfaatkan teknologi untuk efisiensi layanan publik (Dalimuthe et al., 2024).
Dengan demikian, pembelajaran elektronik memungkinkan pegawai untuk lebih
mudah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan serta pengembangan kompetensi,
karena fleksibilitas waktu dan tempat yang ditawarkannya (Prasetya & Yateno, 2022).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pengembangan
kompetensi pegawai ASN di lingkungan BKPSDM Kota Sukabumi. Metode ini dipilih
karena mampu menggali fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara memadai
melalui data kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan konteks organisasi,
pengalaman individu, serta dinamika pelaksanaan kebijakan pengembangan
kompetensi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara semi-
terstruktur, dan analisis dokumen, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh
data yang komprehensif dan kontekstual. Informan penelitian dipilih secara selektif
dari unsur pimpinan, pejabat struktural, dan pelaksana teknis yang memiliki
keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan
kompetensi ASN (Suigiyono, 2019; Moloeing, 2007).

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan eksplorasi data,
kategorisasi, pemaknaan, dan triangulasi untuk memastikan validitas dan keandalan
temuan. Pendekatan Soft System Methodology (SSM) digunakan sebagai kerangka
analisis dalam memahami permasalahan pengembangan kompetensi yang bersifat
kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, serta untuk merancang model
pengembangan kompetensi yang relevan dan aplikatif. Triangulasi dilakukan dengan
membandingkan data hasil wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen regulasi
serta dokumen internal organisasi. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan
mampu menghasilkan pemahaman yang utuh dan rekomendasi yang tepat dalam
mendukung pengembangan kompetensi ASN secara efektif dan berkelanjutan
(Armstrong, 2006; Speinceir & Speinceir, 1993).
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3. Hasil Dan Pembahasan
Kerangka Umum Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Kota
Sukabumi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, yang menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak
dan kewajiban ASN untuk mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme.
Penguatan ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, yang mengatur bahwa setiap ASN wajib
memperoleh pengembangan kompetensi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam
pelajaran (JP) setiap tahun.

Pada tingkat daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi menjadi instansi yang bertanggung jawab dalam
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pengembangan
kompetensi ASN. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 158
Tahun 2022, yang memuat ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan struktur BKPSDM.

Dengan demikian, secara kelembagaan, BKPSDM tidak hanya berfungsi sebagai
penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam memastikan
pengembangan kompetensi selaras dengan kebutuhan organisasi, perkembangan
sistem merit, dan arah pembinaan karier ASN.

Kondisi Aktual Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan pengembangan kompetensi pada BKPSDM Kota Sukabumi telah
berjalan secara rutin melalui berbagai bentuk kegiatan pelatihan. Namun demikian,
berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, terdapat dinamika terkait
metode, prioritas, hambatan, serta orientasi pengembangan kompetensi ke depan.

a. Pandangan Pimpinan mengenai Arah Pengembangan Kompetensi

Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi, Bapak Taufik Hidayah, memandang bahwa
pengembangan kompetensi tidak hanya dipahami sebagai penyelenggaraan pelatihan,
tetapi juga sebagai proses membangun kesadaran belajar dalam organisasi. Dalam
wawancara, beliau menyampaikan:

“Pengembangan kompetensi itu bukan cuma diklat yang pakai anggaran.
Banyak yang bisa dilakukan tanpa harus menunggu anggaran, seperti e-
learning, coaching, mentoring, saling berbagi pengetahuan antarpegawai.
Itu yang sekarang kita dorong.”

Lebih jauh, beliau menekankan bahwa perubahan pola pikir ASN merupakan
fondasi utama:

“Yang mau kita bangun itu budaya belajar. Supaya ASN melihat belajar itu
kebutuhan, bukan beban. Jadi bukan karena disuruh atau sekadar memenuhi
syarat angka kredit.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BKPSDM menggeser orientasi
pengembangan kompetensi dari pelatihan yang bersifat administratif menuju model
pembelajaran yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.

b. Perencanaan Pengembangan Kompetensi dalam Dokumen Kinerja

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Lucky Lukmanul Hakim,
menegaskan bahwa keberlanjutan pengembangan kompetensi sangat ditentukan oleh
integrasi dalam dokumen perencanaan kinerja, bukan sekadar pelaksanaan kegiatan
tahunan. Dalam wawancara, beliau menyatakan:
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“Kalau pengembangan kompetensi mau jadi program yang jalan terus, itu
harus masuk ke Renstra, masuk ke Renja, masuk ke PK, sampai ke LKIP dan
SAKIP. Kalau cuma jadi kegiatan tahunan, ya selesai satu tahun, habis itu
hilang lagi.”

Beliau juga menyampaikan pertimbangan efisiensi anggaran sebagai dasar
penguatan model pengembangan nonklasikal:

“Pelatihan tatap muka itu biayanya besar. Kalau pakai online, itu bisa
menghemat sampai 65 persen, bahkan 75 persen. Itu nyata, bukan teori. Jadi
e-learning ini bukan gaya-gayaan, tapi memang lebih efisien.”

Dari dua kutipan di atas, data menunjukkan bahwa BKPSDM berkomitmen
pada pengembangan kompetensi berbasis efisiensi, dan e-learning dipandang
realistis, bukan sekadar modernisasi simbolis.

C. Kondisi Pelaksanaan pada Tingkat Subbagian Administratif

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Dina Apriliana, menyampaikan
bahwa pelaksanaan pelatihan dari sisi administrasi sudah berjalan dengan pola yang
tetap, namun kesiapan psikologis pegawai masih bervariasi:

“Kalau administrasi kegiatan pelatihan kita sudah rutin, sudah ada alurnya.
Tapi kesiapan pegawai untuk ikut pelatihan itu beda-beda. Ada yang
semangat, ada yang merasa tidak percaya diri duluan.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek kesiapan individu dan budaya kerja
menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan model
pengembangan kompetensi selanjutnya.

Pelaksanaan Pelatihan Struktural dan Pelatihan Jabatan Fungsional

Pelatihan struktural dan pelatihan jabatan fungsional dilaksanakan sebagai
bagian dari pengembangan kompetensi ASN yang diarahkan untuk mendukung
pengembangan karier berbasis sistem merit. Pelatihan struktural berfokus pada
pembentukan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, sementara pelatihan
fungsional bertujuan memperkuat kompetensi teknis ASN sesuai dengan jabatan
fungsional yang diemban.

a. Pelatihan Struktural (PKA, PKP, dan Latsar)

Pelatihan struktural memiliki peranan penting dalam mempersiapkan pejabat
untuk memimpin unit organisasi. Menurut Kepala Subbidang Pendidikan dan
Pelatihan Struktural dan Fungsional, Andi Heindra Sukmara, pelatihan struktural
telah mengalami perkembangan metode menuju blended learning, yang tidak hanya
menekankan teori, tetapi juga penguatan inovasi.

“Menurut pandangan saya salah satu tujuan (PKN, PKA, PKP) adalah
mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial sesuai standar
kompetensi yang berlaku, serta menjamin terlaksananya akuntabilitas
jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas. Kurikulum sekarang
dengan metode blended learning di mana semua peserta dituntut untuk
menghasilkan sebuah inovasi baik dari sisi kebijakan maupun teknis. Ini
akan menjadi solusi bahwa para pejabat yang sudah mengikuti diklat ini
akan bisa menjawab tantangan zaman dengan adanya inovasi tersebut.
Ditambah adanya kurikulum study banding di mana para peserta dituntut
memberikan masukan atau ide kreatif sesuai tantangan zaman.”

Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa pelatihan struktural tidak lagi hanya
bersifat transmisi materi, tetapi berorientasi pada penerapan melalui program inovasi
perubahan, yang menjadi indikator keberhasilan kompetensi kepemimpinan.
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b. Pelatihan Jabatan Fungsional

ASN yang menduduki jabatan fungsional memiliki kebutuhan kompetensi yang
sangat spesifik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan
pelatihan. Dalam wawancara, Andi Heindra Sukmara menyampaikan:

“Tantangan terbesar untuk pelatihan JF salah satunya adalah anggaran.
Selain itu kurangnya informasi terkait dengan pelatihan JF. Karena spesifik,
jadi sulit dibuatkan pelatihan secara klasikal dalam jumlah banyak.
Tantangan lainnya kita harus punya data rencana pelatihan khusus untuk
para JF.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan fungsional
belum sepenuhnya terstandar dan memerlukan perencanaan kebutuhan kompetensi
berbasis data.

C. Implementasi Metode Coaching dan Mentoring

Metode coaching dan mentoring telah mulai diintegrasikan dalam
pengembangan kompetensi, terutama setelah pelatihan struktural maupun dalam
peningkatan kompetensi ASN di perangkat daerah.

“Ya, metode seperti coaching dan mentoring sudah menjadi bagian proses
pengembangan kompetensi, dan selama ini metode tersebut telah
dilaksanakan di beberapa perangkat daerah.”

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembelajaran berbasis pelatihan
kelas menuju pendampingan berkelanjutan yang berpusat pada praktik kerja nyata.
d. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi dalam Sistem Manajemen

Talenta

Hubungan antara pelatihan, promosi, dan pengembangan karier dijelaskan
secara rinci oleh Kepala Subbidang Pengadaan dan Pengembangan Karier, Satria
Hidayat, yang menekankan pentingnya Standar Kompetensi Jabatan (SK]) sebagai
dasar pengelolaan karier ASN.

“SK] ini sangat penting karena menjadi guidance kita terutama dalam hal
promosi atau mutasi ASN agar sesuai prinsip the right man on the right
place.”

SK] berfungsi sebagai peta kompetensi. Dari situ pegawai dapat mengetahui
kompetensi teknis, manajerial, maupun sosial kultural yang harus dipenuhi apabila
ingin menduduki jabatan tertentu. Terkait penggunaan data talent pool dan
assessment, beliau menjelaskan:

“Gap kompetensi itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk menyusun
program pelatihan. Jadi penggunaan data talent pool itu sangat konkret:
hasilnya langsung kita turunkan menjadi individual development plan atau
rencana pengembangan kompetensi per orang.”

Artinya, pelatihan tidak boleh lagi bersifat generik, tetapi harus diarahkan pada
kebutuhan kompetensi individual yang terukur. Mengenai dampak sertifikat pelatihan
terhadap promosi, beliau menyampaikan:

“Sertifikat itu memberi nilai tambah dan bisa menjadi pembeda ketika ada
beberapa kandidat dengan kualifikasi mirip. Tapi keputusan akhir tetap
mempertimbangkan keseluruhan profil kompetensi dan kinerja, bukan
hanya selembar sertifikat.”

Selanjutnya, terkait integrasi e-learning dengan manajemen talenta, beliau
menambahkan:
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“Kalau model belajar digital bisa terhubung langsung dengan sistem
manajemen talenta, kita akan punya data real time kompetensi setiap
pegawai. Ini bisa meminimalkan faktor subjektif dalam promosi. Keputusan
jadi berbasis data, bukan suka atau tidak suka.”

Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi
yang dilaksanakan oleh BKPSDM untuk mendukung penguatan kemampuan
operasional ASN sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Berdasarkan wawancara dengan
Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Sapti Handayani, pelaksanaan
pelatihan teknis selama ini didasarkan pada proses identifikasi kebutuhan yang
bersumber dari perangkat daerah.

“Survei kebutuhan ke perangkat daerah atau unit kerja, usulan dari
perangkat daerah, wawancara atau FGD dengan pegawai, analisis jabatan
atau analisis kompetensi untuk memenuhi syarat jabatan, serta pengisian
formulir kebutuhan pelatihan dari BPSDM Provinsi Jawa Barat.”

Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi kebutuhan pelatihan teknis telah
berjalan, namun mekanisme tersebut masih bergantung pada pelaporan dan inisiatif
masing-masing perangkat daerah, bukan analisis kebutuhan yang dilakukan secara
sistematis berbasis data kompetensi yang terukur.

Terkait jenis pelatihan teknis yang telah dilaksanakan dalam dua tahun
terakhir, informan menyampaikan bahwa:

“Pelatihan teknis yang sering diadakan seperti Diklat Teknis Manajemen
ASN, bimbingan teknis coaching dan mentoring, coaching dan mentoring di
perangkat daerah, pengiriman aparatur untuk diklat substantif, serta Diklat
Smart ASN.”

Namun demikian, efektivitas pelatihan teknis belum sepenuhnya dapat
dipastikan melalui data kinerja pascapelatihan, karena:

“Tidak banyak data terbuka tentang evaluasi pascapelatihan teknis khusus.
Pelatihan Manajemen ASN dan Smart ASN itu cukup efektif untuk
meningkatkan pemahaman regulasi dan profesionalisme, tetapi mungkin
kurang dalam praktikalitas teknis yang spesifik karena pelatihannya
daring.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan
pengetahuan dan penerapan keterampilan teknis dalam pekerjaan sehari-hari.
Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan Kondisi Nyata Lapangan

Pelaksanaan pengembangan kompetensi pada BKPSDM Kota Sukabumi tidak
hanya dipengaruhi oleh aspek kebijakan dan perencanaan, tetapi juga oleh kesiapan
individu ASN, akurasi data kompetensi, serta dukungan sistem administrasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
serta Kepala Subbidang Data dan Pemetaan Kompetensi, diperoleh gambaran
mengenai realitas pelaksanaan di tingkat operasional.

a. Proses Administrasi dan Pengelolaan Pegawai dalam Pelatihan

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Dina Apriliana, menjelaskan
bahwa pengajuan pegawai untuk mengikuti pelatihan pada dasarnya telah memiliki
alur yang tetap:

“Pegawai yang bersangkutan memperoleh informasi bahwa ada pelatihan
atau diklat yang diselenggarakan. Setelah itu, pegawai akan meminta izin
terlebih dahulu kepada atasan langsungnya sambil membawa informasi
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terkait pelatihan tersebut. Kemudian, surat atau informasi penyelenggaraan
pelatihan disampaikan ke bagian Umum dan Kepegawaian untuk diproses.
Kepala Badan pun sudah mengetahui dari atasan langsung pegawai tersebut
bahwa pegawai akan mengikuti pelatihan. Setelah mendapatkan disposisi
atau persetujuan dari Kepala Badan, barulah kami di bagian Umum dan
Kepegawaian membuatkan surat tugas untuk mengikuti pelatihan tersebut.”

Namun, dari sisi kesiapan pegawai, terdapat tantangan psikologis tertentu.
Dina Apriliana menyampaikan:

“Untuk pegawai yang akan mengikuti diklat, terkadang ada pegawai yang
masih merasa kurang yakin apakah ia bisa mengikuti pelatihan dengan
baik.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor motivasi, kepercayaan diri, dan
kesiapan mental menjadi elemen penting dalam keberhasilan pelatihan.

Sejalan dengan hal tersebut, Dina Apriliana menambahkan bahwa penggunaan
sistem digital telah mendukung kelancaran administrasi, meskipun memerlukan
disiplin pemutakhiran data:

“Sistem digital sangat membantu, tetapi kelancaran proses pekerjaan
memerlukan pemutakhiran data pegawai yang dilakukan oleh pegawai
sendiri secara tertib. Selain itu, keamanan sistem digital juga perlu
diperhatikan.”

Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat dipengaruhi
oleh kedisiplinan ASN dalam memperbarui data.

b. Kondisi Data Kompetensi ASN dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan

Kepala Subbidang Data dan Pemetaan Kompetensi, Didin Mahmudin,
menjelaskan bahwa pengumpulan data kompetensi ASN saat ini masih dilakukan
secara manual melalui perangkat daerah:

“Metode pengumpulan data dilaksanakan secara manual dengan meminta
data langsung kepada seluruh ASN melalui perangkat daerah. Setelah data
terkumpul, data tersebut kemudian diinput ke dalam SIMPEG Integrasi.”

Aplikasi SIMPEG Integrasi telah membantu pengelolaan data ASN, namun
masih menghadapi dua tantangan utama:

“Kesadaran ASN terhadap kelengkapan datanya masih rendah, sehingga
data ASN dalam aplikasi belum semuanya lengkap. Penyempurnaan aplikasi
sangat diperlukan agar dapat digunakan sesuai kebutuhan organisasi.”

Selain itu, Didin Mahmudin menegaskan bahwa pemetaan kompetensi sudah
digunakan sebagai dasar promosi dan mutasi, tetapi belum optimal untuk
perencanaan pelatihan:

“Penggunaan untuk perencanaan kebutuhan pelatihan masih belum
maksimal karena harus diketahui terlebih dahulu gap kompetensinya. Saat
ini kita belum memiliki data gap kompetensi untuk masing-masing ASN.”

Dengan demikian, BKPSDM belum memiliki peta gap kompetensi yang lengkap,
sehingga prioritas pelatihan masih mengandalkan usulan perangkat daerah, bukan
data komparatif kebutuhan aktual pegawai.

Terkait kesiapan integrasi e-learning, Didin Mahmudin menyampaikan
persyaratan teknis penting:

“Aplikasi yang baru itu format datanya harus standar, harus memiliki
struktur data yang jelas, keamanannya harus kuat, dan yang paling penting
memiliki jembatan penghubung dengan aplikasi lama, yaitu APL”
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Kutipan ini menjadi fondasi langsung untuk membangun model e-learning
berbasis integrasi sistem, bukan platform yang berdiri sendiri.

Analisis Hambatan dan Upaya Pengembangan Kompetensi dalam Perspektif

Teori Mark Nichols

a. Kerangka Teoretis Pembelajaran Digital menurut Mark Nichols
Pengembangan kompetensi berbasis digital tidak dapat dipahami hanya

sebagai kegiatan memindahkan pelatihan yang semula dilaksanakan secara tatap
muka ke dalam bentuk daring. Menurut Nichols (2003) dalam A Theory for e-Learning,
keberhasilan penerapan e-learning bergantung pada kesesuaian antara teknologi,
konteks organisasi, kesiapan pembelajar, dan dukungan kelembagaan. Dengan kata
lain, e-learning bukan sekadar platform atau media, tetapi merupakan sistem
pembelajaran yang harus berjalan dalam lingkungan yang mendukung.

Nichols mengembangkan serangkaian prinsip atau “hipotesis desain” (design
hypotheses), yang menjelaskan kondisi yang perlu dipenuhi agar e-learning dapat
memberikan hasil pembelajaran yang bermakna. Dari keseluruhan hipotesis tersebut,
terdapat enam hipotesis yang paling relevan dengan konteks BKPSDM Kota Sukabumi,
khususnya terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN dan rencana
perancangan model pembelajaran berbasis digital.

1) e-Learning is a means of implementing education that can be applied within
varying education models (for example, face to face or distance education) and
educational philosophies (for example behaviourism and constructivism)
(Hipotesis 1)

Menurut Nichols (2003), pembelajaran merupakan aktivitas sosial yang
efektivitasnya ditentukan oleh interaksi antar peserta, baik dalam pembelajaran
daring maupun luring. Hal ini sejalan dengan Hipotesis ke-1 yang menegaskan bahwa
e-learning hanyalah sarana, sementara proses pembelajaran tetap berpusat pada
interaksi, diskusi, bimbingan, dan pembentukan makna bersama.

Dalam konteks BKPSDM, prinsip pembelajaran sebagai aktivitas sosial
tercermin dalam pelaksanaan coaching dan mentoring pascapelatihan, diskusi internal
antarpegawai, serta praktik berbagi pengalaman dan praktik baik antar perangkat
daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa fondasi sosial pembelajaran sebenarnya
telah terbentuk, namun belum terstruktur dan terintegrasi dalam suatu sistem
pembelajaran organisasi yang berjalan secara berkelanjutan.

2) e-Learning enables unique forms of education that fits within the existing
paradigms of face to face and distance education (Hipotesis 2)

Menurut Nichols (2003), keberhasilan e-learning sangat dipengaruhi oleh
kesiapan individu sebagai peserta belajar, termasuk kesiapan mental, motivasi, dan
tingkat kepercayaan diri. Peserta yang tidak memahami manfaat pembelajaran atau
merasa kurang percaya diri cenderung mengalami kesulitan dalam memanfaatkan
pembelajaran digital secara optimal.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa:

e sebagian pegawai kurang yakin dapat mengikuti pelatihan,
e terdapat perbedaan tingkat literasi digital antarpegawai,
e sebagian pegawai memandang pelatihan sebagai formalitas administratif.

Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan e-learning tidak dapat dinilai hanya
dari aspek teknologi, tetapi harus dimulai dari penguatan budaya belajar.
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3) e-Learning advances primarily through the successful implementation of

pedagogical innovation (Hipotesis 4)

Menurut Nichols (2003), penerapan e-learning harus mempertimbangkan
konteks pembelajaran dan organisasi, termasuk visi organisasi, karakteristik pegawai,
struktur kerja, serta rutinitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan Hipotesis ke-4 yang
menekankan pentingnya penyesuaian pedagogis, serta Hipotesis ke-6 yang
menegaskan perlunya integrasi e-learning dalam sistem organisasi.

Pada BKPSDM:

e sebagian ASN bekerja dengan ritme pelayanan administrasi harian,
e pelatihan harus diatur agar tidak mengganggu alur pelayanan,
e pelatihan jarak jauh yang fleksibel dapat menjadi solusi.

Hal ini berarti e-learning harus dirancang mengikuti pola kerja ASN, bukan
sebaliknya.

4) e-Learning tools and techniques should be used only after consideration has been

given to online vs offline trade-offs (Hipotesis 7)

Nichols (2003) tidak menyarankan pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya
secara digital. Sebaliknya, melalui Hipotesis ke-7, ia menegaskan bahwa setiap
organisasi perlu mengevaluasi secara kritis bagian pembelajaran yang lebih efektif
dilakukan secara daring dan bagian yang tetap memerlukan tatap muka, sesuai
dengan tujuan pembelajaran dan konteks organisasi.

Contoh metode pelatihan di BKPSDM:

Jenis Kompetensi Bentuk
Pelatihan
Pemahaman regulasi, administrasi, konsep kepemimpinan Cocok untuk
daring
Keterampilan teknis berbasis alat, praktik lapangan, Tetap perlu
penggunaan perangkat khusus luring

Dengan demikian, model belajar yang paling sesuai adalah blended learning,
bukan e-learning penubh.

5) e-Learning must integrate with organizational systems (Hipotesis 6 & 10)

Menurut Nichols (2003), khususnya Hipotesis ke-6 yang diperkuat oleh
Hipotesis ke-10, e-learning akan berfungsi optimal apabila terintegrasi dalam sistem
organisasi, termasuk data kepegawaian, rencana pengembangan Kkarier, sistem
penilaian kinerja, dan standar kompetensi jabatan.

Temuan wawancara menunjukkan bahwa:

e BKPSDM sudah menggunakan SIMPEG Integrasi,
e sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan (SK]),
e sudah memiliki data talent pool melalui assessment.

Namun, data gap kompetensi masing-masing ASN belum tersedia. Hal ini
berarti bahwa langkah strategis ke depan bukan hanya pembangunan platform
pelatihan digital, tetapi menghubungkannya dengan manajemen talenta.

6) e-Learning tools are best made to operate within a carefully selected and

optimally integrated course design mode (Hipotesis 6 & 10)

Dalam kerangka Nichols (2003), khususnya Hipotesis ke-6 yang diperkuat oleh
Hipotesis ke-10, pembelajaran digital tidak dimaksudkan untuk berhenti pada satu
kegiatan pelatihan, tetapi harus terintegrasi dalam sistem organisasi agar mendukung
pembelajaran yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan arah penguatan budaya
belajar yang telah disampaikan oleh Sekretaris BKPSDM.
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Dari teori Nichols, dapat ditarik tiga prinsip utama yang menjadi dasar analisis
hambatan di BKPSDM, yaitu:

1. E-learning bukan soal teknologi, tetapi soal kesiapan organisasi dan budaya
belajar.
2. Pembelajaran digital harus dirancang sesuai karakteristik kompetensi ASN

(teknis, manajerial, dan sosial kultural).

3. Sistem belajar digital harus terintegrasi dengan SIMPEG, assessment, SK], dan
manajemen talenta.

Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi dasar dalam menganalisis hambatan
struktural, kultural, dan sistemik pada bagian selanjutnya.

Klasifikasi Hambatan dalam Pengembangan Kompetensi ASN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta telaah dokumen perencanaan
dan regulasi kepegawaian, hambatan pengembangan kompetensi pada BKPSDM Kota
Sukabumi dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu hambatan
struktural, hambatan kultural atau individu, dan hambatan sistemik. Ketiga kelompok
ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan membentuk pola interaksi yang
memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara
keseluruhan.

Klasifikasi hambatan ini penting untuk dianalisis karena akan menjadi dasar
pembentukan model yang ditawarkan pada Bab 4.4. Model pengembangan
kompetensi yang baik bukan sekadar menyediakan pelatihan, tetapi harus mampu
menjawab akar hambatan yang muncul dalam praktik.

1. Hambatan Struktural
Hambatan struktural adalah hambatan yang berasal dari ketersediaan
sumber daya organisasi, seperti anggaran, fasilitas, instruktur, serta
mekanisme penyelenggaraan pelatihan.

a. Keterbatasan Anggaran Pelatihan

Pelatihan teknis tertentu membutuhkan biaya yang tinggi, terutama
pelatihan yang melibatkan penggunaan perangkat teknis atau instruktur
khusus. Dalam kondisi anggaran daerah yang terbatas, BKPSDM perlu
melakukan prioritisasi, yang berdampak pada terbatasnya jumlah pegawai
yang dapat mengikuti pelatihan serta singkatnya durasi kegiatan.

Hal ini berdampak pada:

e intensitas pembelajaran yang tidak berkelanjutan,
o ketimpangan kesempatan belajar antarpegawai,

e serta ketergantungan pada pelatihan eksternal.

Dalam kerangka Nichols, kondisi ini berkaitan dengan Hypothesis 7,
yaitu pemilihan bentuk pembelajaran harus mempertimbangkan trade-off
antara online dan offline. Artinya, pelatihan yang menuntut kemampuan
praktik tetap membutuhkan pertemuan tatap muka, sedangkan pelatihan
konseptual dapat dialihkan ke pembelajaran daring untuk mengurangi
biaya.

Dengan demikian, pendekatan yang paling sesuai bagi BKPSDM
bukan mengganti seluruh pelatihan menjadi digital, tetapi mengalokasikan
pelatihan daring untuk aspek pengetahuan umum dan pelatihan tatap
muka untuk keterampilan teknis spesifik.
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b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Pelatihan teknis yang ideal memerlukan lingkungan praktik, seperti
laboratorium komputer, perangkat lunak legal, atau alat teknis tertentu.
Namun, sarana pendukung tersebut belum sepenuhnya tersedia atau
mudah diakses di lingkungan Pemerintah Kota.

Dampaknya:

e pelatihan teknis berbasis praktik cenderung bersifat teoretis,

e peserta pelatihan tidak selalu dapat menerapkan keterampilan baru
setelah kembali bekerja.

Hal ini sejalan dengan prinsip Nichols bahwa e-learning tidak dapat
menggantikan pengalaman belajar berbasis praktik. Artinya, sarana digital
hanya efektif jika jenis kompetensinya sesuai.

c. Keterbatasan Instruktur Ahli

Beberapa kompetensi ASN bersifat spesifik atau mengikuti regulasi
sektoral nasional (misalnya analis kebijakan, perencana, PPBJ, auditor,
pengawas, dan kesehatan). Ketersediaan instruktur ahli di wilayah lokal
terbatas, sehingga pelatihan sering bergantung pada lembaga pembina
atau instansi tingkat provinsi dan nasional.

Kondisi ini menyebabkan:

o frekuensi pelatihan untuk kompetensi tersebut rendah,

e jadwal pelatihan bergantung pada jadwal pihak eksternal,

e pegawai membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama untuk
mendapatkan pelatihan yang sesuai kebutuhan.

Dalam kerangka Nichols, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas
pembelajaran digital dapat meningkat apabila BKPSDM mengembangkan
jaringan narasumber nasional yang dapat memberikan pelatihan daring,
sehingga tidak perlu hadir secara fisik.

2. Hambatan Kultural dan Kesiapan Individu
Hambatan kultural berkaitan dengan mindset, motivasi belajar,
kebiasaan kerja, dan persepsi pegawai terhadap pelatihan.
a. Variasi Kesiapan Belajar Antar Pegawai

Sebagian pegawai memiliki antusiasme tinggi terhadap pelatihan,
tetapi sebagian lainnya kurang percaya diri atau memandang pelatihan
sebagai beban administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya
belajar belum terbentuk secara merata.

Nichols menyebut hal ini sebagai prinsip learner readiness.
Pembelajaran digital hanya berhasil ketika peserta menyadari manfaat
belajar dan percaya diri untuk belajar.

Artinya, sebelum e-learning diterapkan, BKPSDM perlu membangun
lingkungan motivasional yang mendukung, bukan hanya menyediakan
modul belajar.

b. Pelatihan Dipahami sebagai Formalitas

Beberapa pegawai mengikuti pelatihan untuk memenuhi
persyaratan jumlah jam pelajaran atau kebutuhan sertifikat. Ketika
pelatihan masih dipandang sebagai syarat administratif, maka
pembelajaran tidak menghasilkan perubahan perilaku atau peningkatan
kinerja.
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Nichols menyebut kondisi ini sebagai misalignment between
learning intention and learning experience. Dengan kata lain, pelatihan
tidak akan efektif jika tidak ditautkan dengan tugas dan peran nyata.

c. Penerapan Hasil Pelatihan Tidak Konsisten

Sejumlah kompetensi yang diperoleh dalam pelatihan tidak selalu
dapat diterapkan karena:

e pegawai tidak mendapatkan tugas yang relevan,
e lingkungan kerja belum mendukung perubahan,
e atautidak ada pendampingan pascapelatihan.

Nichols menekankan pentingnya continuity of learning, yaitu
keberlanjutan pembelajaran setelah kegiatan formal selesai. Hal ini
menunjukkan kebutuhan coaching internal, bukan hanya pelatihan formal.

3. Hambatan Sistemik dalam Pemetaan Kompetensi
Hambatan terakhir bersumber dari mekanisme perencanaan dan
pengelolaan data kompetensi.
a. Pemetaan Kompetensi Belum Berbasis Gap
BKPSDM telah mengumpulkan data kompetensi, namun:
e data tersebut belum menggambarkan kesenjangan kompetensi
(competency gap) masing-masing pegawai,
e sehingga program pelatihan masih berfokus pada usulan perangkat
daerah, bukan pada kebutuhan organisasi yang terukur.

Dalam kerangka Nichols, hal ini berarti sistem pembelajaran digital

tidak akan efektif jika tidak terintegrasi dengan sistem manajemen talenta.
b. Pemutakhiran Data Kompetensi Masih Bergantung pada Kesadaran
Pegawai
SIMPEG Integrasi menyediakan fasilitas input data mandiri. Namun:
o tidak semua pegawai memperbarui datanya,
e sehingga kualitas data tidak stabil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komponen teknologi sudah
tersedia, tetapi komponen kedisiplinan data belum kuat.

c. Belum Ada Integrasi Sistem Pembelajaran dan Sistem Kepegawaian
Sistem digital pembelajaran yang ideal bagi BKPSDM seharusnya dapat:
e membaca data kompetensi pegawai,
o mengidentifikasi gap kompetensi,
e serta merekomendasikan pelatihan yang relevan.

Hal ini sejalan dengan Hypothesis 12 dari Nichols bahwa e-learning
harus menjadi bagian dari sistem organisasi, bukan tambahan di luar
sistem.

Analisis Mendalam atas Hambatan Pengembangan Kompetensi
Hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi pada bagian sebelumnya tidak

berdiri sendiri, tetapi membentuk pola yang memengaruhi efektivitas pengembangan
kompetensi ASN secara keseluruhan. Untuk memahami bagaimana hambatan
tersebut saling terkait, diperlukan analisis yang berbasis pada konsep alignment
dalam teori Nichols, yaitu kesesuaian antara:

1. Organisasi (kebijakan, sumber daya, struktur),

2. Individu (motivasi, kesiapan belajar),

3. Sistem pembelajaran (metode, media, platform),

4. Tugas dan kinerja (penerapan hasil belajar).
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Semakin tinggi tingkat kesesuaian (alignment), semakin besar peluang
keberhasilan pengembangan kompetensi. Sebaliknya, jika salah satu komponen tidak
terhubung, maka pembelajaran akan bersifat administratif dan tidak menghasilkan
perubahan perilaku maupun peningkatan kinerja organisasi.

1. Hambatan Struktural dan Dampaknya terhadap Efektivitas Pelatihan

Keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana menyebabkan pelatihan
teknis lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk teori dibandingkan praktik. Dalam
konteks pekerjaan ASN, terutama untuk jabatan fungsional tertentu, kompetensi tidak
cukup hanya dipahami, tetapi harus dikuasai melalui pengalaman langsung.

Sebagai contoh:

e Pelatihan penggunaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik
membutuhkan akses aplikasi dan simulasi kerja nyata.

e Pelatihan kearsipan membutuhkan akses perangkat dan sistem klasifikasi
arsip.

e Pelatihan pelayanan publik membutuhkan latihan komunikasi dan role play.

Ketika pelatihan dilakukan secara daring tanpa fasilitas pendukung, peserta
dapat memahami konsep, tetapi tidak terjadi transfer ke perilaku kerja. Dalam
perspektif Nichols, hal ini berarti pelatihan daring hanya efektif untuk pembelajaran
berbasis konsep, bukan keterampilan berbasis praktik.

Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengembangan kompetensi harus:

e memperjelas jenis kompetensi yang akan diajarkan,
e kemudian menentukan metode pelatihan yang tepat.

Dengan kata lain, BKPSDM tidak hanya menghadapi kekurangan pelatihan,
tetapi juga membutuhkan ketepatan metode pelatihan.

2. Hambatan Kultural dan Pengaruhnya terhadap Penerapan Hasil

Pelatihan

Hambatan kultural muncul dalam bentuk rasa kurang percaya diri, persepsi
bahwa pelatihan adalah formalitas, serta rendahnya motivasi belajar pada sebagian
pegawai. Hambatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran belum diposisikan sebagai
bagian dari identitas profesional ASN, melainkan sebagai kegiatan tambahan.

Dalam kerangka Nichols, kondisi ini berkaitan dengan prinsip berikut:

Prinsip Makna Keterkaitan

Learner Pembelajaran efektif terjadi jika Sebagian pegawai belum siap
Readiness peserta melihat manfaatnya belajar

Learning as Pembelajaran lebih kuat jika Pembelajaran di BKPSDM

Socially Situated  berlangsung dalam komunitas belum berbasis komunitas
Artinya, kendala terbesar bukan pada kemampuan, melainkan pada budaya
kerja. Tanpa perubahan budaya belajar, pelatihan digital hanya akan menghasilkan
aktivitas administratif berupa login, mengerjakan modul, mengunduh sertifikat, tanpa
perubahan cara bekerja.
Oleh karena itu, model pengembangan kompetensi yang akan dirancang harus
memperkuat motivasi dan komunitas belajar, bukan hanya menyediakan platform.
3. Hambatan Sistemik dan Dampaknya terhadap Perencanaan Pelatihan
Ketika data kompetensi tidak menggambarkan gap kompetensi pegawai, maka:
e pelatihan yang diberikan tidak selalu tepat sasaran,
e perangkat daerah mengusulkan pelatihan berdasarkan persepsi, bukan data,
e pegawai mengikuti pelatihan yang tidak selalu relevan dengan kariernya.
Kondisi ini mengakibatkan:
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Dampak Penjelasan

Ketidaksesuaian antara pelatihan dan Kompetensi yang diperoleh tidak
kebutuhan tugas terpakai

Inefisiensi penggunaan anggaran Pelatihan tidak menghasilkan
pelatihan peningkatan kinerja

Karier tidak bergerak berbasis Promosi tidak sepenuhnya berbasis
kompetensi kompetensi

Sejalan dengan Hipotesis ke-6 dan ke-10 Nichols (2003), pembelajaran hanya
akan berkelanjutan apabila terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi dan
dirancang berdasarkan pertimbangan pedagogis.

Artinya:

e Sistem pembelajaran BKPSDM harus menjadi satu kesatuan dengan SIMPEG

Integrasi dan data talent pool.

e Sistem harus mampu “membaca” profil kompetensi ASN dan “mengarahkan”
pembelajaran yang tepat.

Dengan demikian, platform pembelajaran digital yang berdiri sendiri tidak
akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan bukan sekadar platform pelatihan,
melainkan Sistem Pembelajaran Terintegrasi Berbasis Kompetensi.

4. Hubungan Antar Hambatan
Ketiga kelompok hambatan saling berhubungan erat. Keterbatasan anggaran
dan sarana menyebabkan:
e pelatihan bersifat umum,
e pelatihan tidak menghasilkan keterampilan nyata,
e pegawai tidak merasakan manfaat langsung,
e motivasi belajar menurun,
o data kompetensi tidak berubah signifikan,
e perencanaan pelatihan tetap berbasis usulan, bukan kebutuhan.

Dengan kata lain, jika BKPSDM hanya menambah jumlah pelatihan, pola

masalah tidak akan berubah. Yang perlu diubah adalah:
e cara merencanakan pelatihan,
e cara mendukung pelatihan,
e cara menghubungkan pelatihan dengan karier ASN.

Hambatan pengembangan kompetensi di BKPSDM bukan disebabkan oleh
kurangnya komitmen organisasi, melainkan oleh ketidaksinkronan antara kebutuhan
kompetensi, metode pembelajaran, budaya belajar, dan sistem data. Oleh karena itu,
arah pengembangan kompetensi ke depan harus bergerak menuju model
pembelajaran digital yang terintegrasi, berjenjang, berbasis gap kompetensi, serta
didukung oleh budaya belajar dan mentoring internal.

Upaya yang Telah Dilakukan BKPSDM dalam Mengatasi Hambatan
Pengembangan Kompetensi

Meskipun terdapat sejumlah hambatan struktural, kultural, dan sistemik dalam
pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN, BKPSDM Kota Sukabumi telah
melakukan beberapa upaya strategis untuk memperbaiki proses tersebut. Upaya-
upaya ini menunjukkan bahwa organisasi tidak berada pada titik awal, tetapi sudah
memiliki fondasi yang dapat diperkuat, terutama dalam konteks transformasi menuju
sistem pembelajaran digital yang terintegrasi.
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Upaya ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu (1)
penguatan metode pembelajaran, (2) penguatan sistem administrasi dan data, serta
(3) penguatan lingkungan pembelajaran sosial melalui coaching dan mentoring.

1. Penguatan Metode Pelatihan Berbasis Blended Learning

BKPSDM telah menerapkan model blended learning pada pelatihan struktural
seperti PKA, PKP, dan PKN. Dalam pelaksanaan pelatihan ini, peserta tidak hanya
menerima materi teori, tetapi juga diwajibkan mengembangkan inovasi perubahan
dan melakukan study banding.

Penerapan blended learning menunjukkan bahwa BKPSDM sudah berada pada
jalur yang sejalan dengan prinsip online-offline alignment dalam teori Nichols. Hal ini
karena pelatihan tidak dilaksanakan hanya dengan satu metode, tetapi disesuaikan
dengan jenis kompetensi yang dikembangkan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel
berikut.

KOMPONEN PELATIHAN BENTUK KESESUAIAN TEORI
PEMBELAJARAN NICHOLS

Pemahaman konsep Daring / e-learning  Cocok  untuk transfer

kepemimpinan dan pengetahuan

manajemen ASN
Pengayaan praktik dan inovasi Luring / tatap muka Cocok untuk internalisasi
perubahan pengetahuan dan refleksi

Dengan kata lain, BKPSDM telah menerapkan prinsip dasar desain
pembelajaran modern, yaitu memadukan metode sesuai dengan karakteristik
kompetensi.

2. Penguatan Sistem Administrasi melalui SIMPEG Integrasi

BKPSDM telah mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG
Integrasi) untuk mengelola data riwayat pelatihan dan pendidikan pegawai. Sistem ini
memudahkan:

e pemantauan riwayat pengembangan kompetensi,
o verifikasi kelayakan pelatihan,
e serta penyusunan rekomendasi karier.

Namun demikian, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Subbidang Data dan
Pemetaan Kompetensi, sistem ini belum sepenuhnya menampilkan gap kompetensi,
sehingga perencanaan pelatihan masih berbasis usulan perangkat daerah. Meskipun
demikian, keberadaan SIMPEG Integrasi merupakan fondasi teknis penting untuk
membangun model pembelajaran digital yang terhubung langsung dengan data
kompetensi pegawai.

Hal ini sejalan dengan Hipotesis ke-12 Nichols, yaitu bahwa sistem
pembelajaran harus menjadi bagian dari sistem organisasi, bukan berdiri sendiri.
Artinya, model e-learning yang akan dikembangkan bukanlah platform terpisah, tetapi
harus terintegrasi dengan SIMPEG Integrasi dan talent pool.

3. Penguatan Budaya Pembelajaran melalui Coaching dan Mentoring
Di beberapa perangkat daerah, metode coaching dan mentoring telah
diterapkan, terutama pascapelatihan struktural. Coaching dan mentoring membantu:
e memastikan penerapan hasil pelatihan di tempat kerja,
e memperkuat rasa percaya diri pegawai,
e mengubah pelatihan dari sekadar aktivitas administratif menjadi pengalaman
pembelajaran yang berkelanjutan.
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Dalam teori Nichols, hal ini berarti bahwa pembelajaran yang efektif
membutuhkan komunitas dan interaksi sosial. Artinya:
e coaching dan mentoring merupakan modal sosial yang sangat kuat,
e kondisi ini menunjukkan bahwa unsur budaya belajar sudah mulai terbentuk,
meskipun belum terstruktur secara merata.
4. Penguatan Kesiapan dan Literasi Digital Pegawai
Berdasarkan hasil wawancara, pegawai BKPSDM menunjukkan tingkat
kesiapan digital yang relatif baik, yang ditandai dengan kebiasaan pemutakhiran data
secara digital, persepsi positif terhadap sistem digital, serta kemauan untuk belajar,
khususnya pada kompetensi teknologi informasi, pelayanan publik, dan tata kelola
pemerintahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran digital
bukan merupakan paksaan, melainkan evolusi alami dari praktik kerja yang telah
berlangsung. Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah kesiapan
dan literasi digital pegawai sebagai fondasi pengembangan pembelajaran
berkelanjutan.
Jika dibandingkan dengan teori Nichols, BKPSDM telah memenuhi sebagian
besar prasyarat awal penerapan e-learning, sebagaimana ditunjukkan pada tabel
berikut.

PRASYARAT KONDISI BKPSDM STATUS

MENURUT NICHOLS
Budaya kolaboratif Coaching dan mentoring Siap dikembangkan
pembelajaran sudah mulai berjalan
Sistem pendukung SIMPEG Integrasi sudah Perlu integrasi
administrasi digital hadir pembelajaran
Orientasi pembelajaran Model inovasi perubahan Perlu diperluas ke teknis
berkelanjutan pada diklat struktural dan fungsional
Kesadaran manfaat ASN menunjukkan minat Perlu pendalaman dan
digital belajar digital konsistensi

Dengan demikian, yang diperlukan BKPSDM adalah model pembelajaran
berbasis digital yang terintegrasi, berjenjang, dan berorientasi kompetensi, bukan
sekadar platform pelatihan.

Implikasi Strategis terhadap Perancangan Model Pengembangan Kompetensi
Berbasis Digital

Analisis hambatan dan upaya yang telah dilakukan BKPSDM menunjukkan
bahwa transformasi pengembangan kompetensi tidak cukup dilakukan dengan
menambah jumlah pelatihan, tetapi harus diarahkan pada penyelarasan antara
kebutuhan kompetensi, metode pembelajaran, dan sistem manajemen talenta. Dalam
konteks teori Mark Nichols, keberhasilan pembelajaran digital ditentukan oleh
kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan sistem pembelajaran dengan budaya
kerja dan struktur kelembagaan.

Dengan demikian, terdapat beberapa implikasi strategis yang menjadi dasar
untuk merancang model pengembangan kompetensi berbasis digital pada BKPSDM
Kota Sukabumi.

1. Pembelajaran Digital Harus Berkarakter Blended dan Berjenjang

Jenis kompetensi ASN tidak bersifat seragam. Terdapat kompetensi yang
bersifat konseptual, dan terdapat pula kompetensi yang bersifat teknis serta
membutuhkan praktik langsung. Oleh karena itu, pembelajaran digital tidak dapat
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diterapkan secara penubh, tetapi perlu disusun dalam bentuk blended learning dengan
pembagian sebagai berikut:

JENIS KOMPETENSI BENTUK PEMBELAJARAN ALASAN
YANG TEPAT

Regulasi, kebijakan, E-learning / asinkron Fokus pada pemahaman
administrasi konsep

Soft skills (komunikasi, Sesidaring + coaching Memerlukan refleksi
etika, pelayanan) interpersonal
Keterampilan teknis Praktik lapangan / Memerlukan alat dan

workshop luring umpan balik langsung

Dengan pendekatan berjenjang:
e pembelajaran dapat dilakukan secara bertahap,
e peserta tidak merasa “tenggelam” dalam materi,
e dan hasil belajar lebih mudah diterapkan.
Hal ini sepenuhnya sejalan dengan Hipotesis ke-7 dan Hipotesis ke-12 dari
Nichols.
2. Sistem Pembelajaran Harus Terintegrasi dengan SIMPEG dan SK]
Perencanaan pelatihan harus berbasis gap kompetensi, bukan hanya usulan
atau kesempatan menghadiri undangan pelatihan. Oleh karena itu, model yang akan
dibangun harus:
1. mengambil data kompetensi ASN dari SIMPEG Integrasi,
2. membandingkannya dengan Standar Kompetensi Jabatan (SK]),
3. menghasilkan rekomendasi pelatihan per individu atau per jabatan.
Dengan demikian:
e program pelatihan menjadi terarah,
e anggaran pelatihan menjadi lebih efisien,
e dan pengembangan karier menjadi lebih objektif.
Hal ini sejalan dengan gagasan Nichols bahwa e-learning harus menjadi bagian
dari sistem organisasi.
3. Budaya Pembelajaran Perlu Didukung dengan Coaching dan Komunitas
Belajar
Pembelajaran digital hanya akan menjadi aktivitas yang berkelanjutan jika
terdapat komunitas belajar internal yang mendukung praktik refleksi, diskusi, dan
saling berbagi. BKPSDM telah memiliki dasar berupa:
e praktik coaching dan mentoring,
e kebiasaan berbagi informasi antarpegawai,
e serta keterbukaan terhadap perubahan kebijakan.
Ke depan, coaching dan mentoring perlu:
e dijadikan prosedur baku pascapelatihan,
e dilakukan secara berkelanjutan,
e serta dihubungkan dengan evaluasi hasil belajar di tempat kerja.
Dengan demikian, pembelajaran tidak berhenti pada perolehan sertifikat,
tetapi menghasilkan perubahan perilaku kerja.
4. Perubahan Paradigma: dari “Pelatihan sebagai Kegiatan” menjadi
“Pembelajaran sebagai Sistem”
Sampai pada tahap ini, dapat ditarik kesimpulan penting bahwa:
o BKPSDM tidak kekurangan pelatihan,
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e tetapi memerlukan sistem pembelajaran yang menaungi seluruh bentuk
pengembangan kompetensi.
Sistem tersebut harus memungkinkan pegawai untuk:

o mengakses pembelajaran kapan saja,

e melihat perkembangan kompetensi dirinya,

e serta memahamilangkah yang harus ditempuh untuk pengembangan karier.
Dengan demikian, arah pengembangan kompetensi tidak lagi bersifat reaktif,

tetapi proaktif dan terstruktur.

4. Simpulan

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi
pada dasarnya telah memiliki landasan regulasi, kelembagaan, dan arah kebijakan
yang jelas. Secara normatif, pengembangan kompetensi diposisikan sebagai hak
sekaligus kewajiban ASN, serta menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan
sistem merit, peningkatan kinerja, dan profesionalisme pelayanan publik. Dalam
praktiknya, BKPSDM telah melaksanakan pengembangan kompetensi melalui
berbagai bentuk pelatihan struktural, fungsional, dan teknis, serta mulai mengadopsi
pendekatan nonklasikal seperti e-learning, coaching, dan mentoring.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan
pengembangan kompetensi ASN di lingkungan BKPSDM Kota Sukabumi belum
sepenuhnya optimal. Berbagai hambatan masih ditemukan dan saling berkelindan,
baik hambatan struktural, kultural, maupun sistemik. Keterbatasan anggaran, sarana
prasarana, serta ketersediaan instruktur ahli membatasi intensitas dan kualitas
pelatihan, khususnya pelatihan teknis berbasis praktik. Pada saat yang sama, budaya
belajar ASN belum terbentuk secara merata, yang ditandai oleh variasi kesiapan
belajar, persepsi pelatihan sebagai formalitas administratif, serta belum konsistennya
penerapan hasil pelatihan di tempat kerja. Dari sisi sistemik, pemetaan kompetensi
ASN belum berbasis pada gap kompetensi yang terukur, sehingga perencanaan
pelatihan masih cenderung berbasis usulan, bukan kebutuhan organisasi yang
objektif.

Analisis dengan menggunakan perspektif teori pembelajaran digital Mark
Nichols memperlihatkan bahwa permasalahan utama pengembangan kompetensi
ASN di BKPSDM bukan terletak pada ketiadaan teknologi atau minimnya pelatihan,
melainkan pada rendahnya tingkat alignment antara kebutuhan kompetensi, metode
pembelajaran, budaya belajar, dan sistem manajemen talenta. Pembelajaran digital
tidak dapat dipahami sekadar sebagai digitalisasi pelatihan, tetapi harus diposisikan
sebagai sistem pembelajaran organisasi yang terintegrasi, kontekstual, dan
berkelanjutan. Tanpa integrasi tersebut, pelatihan baik klasikal maupun digital
cenderung hanya menghasilkan pemenuhan administrasi, bukan perubahan perilaku
kerja dan peningkatan kinerja ASN.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa BKPSDM Kota Sukabumi
telah memiliki fondasi awal yang kuat untuk melakukan transformasi pengembangan
kompetensi. Penerapan blended learning pada pelatihan struktural, keberadaan
SIMPEG Integrasi, penggunaan Standar Kompetensi Jabatan dan talent pool, serta
mulai berkembangnya praktik coaching dan mentoring menunjukkan adanya kesiapan
organisasi menuju sistem pembelajaran digital yang lebih matang. Kesiapan literasi
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digital ASN yang relatif baik turut menjadi modal penting dalam mendorong
pengembangan pembelajaran berbasis digital secara lebih luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa arah pengembangan kompetensi
ASN di BKPSDM Kota Sukabumi ke depan tidak cukup ditempuh melalui penambahan
jumlah pelatihan, tetapi memerlukan perubahan paradigma dari “pelatihan sebagai
kegiatan” menuju “pembelajaran sebagai sistem”. Sistem tersebut harus bersifat
terintegrasi, berjenjang, berbasis gap kompetensi, serta didukung oleh budaya belajar,
coaching, dan mentoring internal. Melalui pendekatan tersebut, pengembangan
kompetensi diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi benar-
benar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja ASN, memperkuat
sistem merit, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
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